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PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan 
tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar 
teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar 
pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi 
permasalahan kependudukan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa peraturan 
administrasi kependudukan. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Brebes, sudah tidak 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan dan ketentuan penyelenggaraan administrasi kependudukan lainnya 
sehingga perlu diganti. Kondisi yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, 
menyebabkan dalam perkembangannya terdapat lompatan perubahan pelayanan 
administrasi kependudukan. 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang. 

  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang 
   Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berasaskan kepentingan umum, kepastian 

hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, 
keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan dan 
keberlanjutan. Peraturan Daerah ini terdiri dari 14 (empat belas) bab dan 6 pasal, yakni, 
ketentuan umum, hak penduduk, kewenangan penyelenggaraan layanan, pendaftaran 
penduduk, pencatatan sipil, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara 
administasi kependudukan daring, sistem administrasi kependudukan dan pemanfaatan 
data kependudukan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, larangan, penyidikan, 
ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Untuk meningkatkan 
pelayanan administrasi kependudukan yang selaras dengan perkembangan peraturan yang 
berlaku saat ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang baru. 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2024. 

  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 
2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
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